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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tulisan ini membahas mengenai cara untuk menentukan sistem hukum waris bagi Warga Negara Indonesia

yang dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan dan akibatnya terhadap pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Hingga saat ini

Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan bagi Warga Negara Indonesia

dan oleh karenanya perlu tata cara untuk menentukan hukum waris mana yang berlaku pada peristiwa

kematian seseorang. Kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dibagi berdassarkan golongan

hukum penduduk. Penelitian ini menjelaskan tata cara menentukan stelsel hukum waris bagi Warga Negara

Indonesia yang dicatatkan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan serta menjelaskan mengenai

kewenangan instansi dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang beragam. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data

deskriptif analitis. Tipologi penelitian dalam tulisan ini adalah bersifat deskriptif dan bertujuan untuk

memberikan jalan keluar atau pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam

menentukan stelsel hukum waris yang berlaku dalam suatu peristiwa tetap berpegang pada kaidah hukum

waris yaitu mengikuti status personal dari pewaris, dengan memperhatikan ada atau tidaknya kaidah perubah

status. Selain itu diketahui pula pencabutan pencatatan sipil berdasarkan golongan melalui UU Administrasi

Kependudukan tidak mempengaruhi kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang beragam,

namum memiliki pengaruh terhadap penelitian dokumen dikarenakan adanya akta pencatatan sipil yang baru

diatur dengan UU Administrasi Kependudukan.

<hr />

<b>ABSTRACT</b><br>

The research discusses about the model to determine inheritance law system for Indonesian Citizen whom

registered under Law of Demographic Administration Law No. 23 Year 2006 and Law No. 24 Year 2013

and the impact of Law of Demographic Administration towards the authority of making of Inheritance

Affidavit. Indonesia has three inheritance legal systems, which are remained in force and implemented to

date for Indonesian Citizens, thus one shall know which system must be used in inheritance cases. The

authority of making of Inheritance Affidavit is divided by Citizen Clasification. The research explained

about the model to determine inheritance and the impact of Law of Demograhic Administration towards

authority of making Inheritance Affidavit. The method that is used in this research is normative juridical
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apporach method, through studying secondary data. The research type is descriptive analytic and focused on

problem solving. The research data is based on secondary data and interview data. The research concluded

that the inheritance system that must be used, is the inheritance law of the deceases, with regard to the

change of law rules. The Law of Demographic Administration does not affect the authority to make

Inheritance Affidavit, but affect the process of document research in the making of Inheritance Addifavit.


